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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyelidikan dan penyidikan 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Polda gorontalo, 

penulis dapat mengambil kesimpulan :   

1. Proses penyelidikan dan Penyidikan di Polda Gorontalo dalam menangani 

kasus-kasus terutama kasus pencurian sudah sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP  

2.  Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor di 

Polda gorontalo masih belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pencurian 

kendaraan bermotor yang dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan –hambatan yang dihadapi 

dalam proses penyelidikan tindak pidanapencurian kendaraan bermotor di 

wilayah hukum Polda gorontalo antara lain:  

a. Barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan 

disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkarselanjutnya 

dijual kepada pedagang loak.  

b.  Kondisi geografis Kota Gorontalo yang dilalui jalur lalu lintas/ jalan trans 

Sulawesi sehingga memudahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor 

melakukan kontak antar jaringan penadah dan menghilangkan jejak.    

c. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / daerah 

perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan. 
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d. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya 

dijual di tempat kelompok makelar di kota – kota besar.   

e. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah – pindah 

dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan –

pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas 

(hanya sebagian yang tertangkap).   

f. Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi 

mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelaku 

kepada pihak Kepolisian.   

g. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan yang kurang memadai.  

h. Biaya operasional dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak 

ditentukan dalam undang- undang.   

i. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat gorontalo yang masih 

rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran 

hukum yang berdampak pada  grafik kejahatan khususnya pencurian 

kendaraan bermotor yang semakin menanjak.  

5.2 Saran 

1. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana 

terutama kasus pencurian, Polda Gorontalo harus lebih memperbaiki 

kinerjanya, guna memberikan suatu penegakan hukum yang sesuai dengan 

cita-cita hukum bangsa Indonesia, sehingga menjadikan Negara kita 

khususnya Gorontalo menjadi Negara yang taat akan hukum. 
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2. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Polda Gorontalo dalam 

menyelesaikan kasus pencurian di Kota Gorontalo, Polda Gorontalo harus 

menerjunkan personil yang lebih banyak, guna mencari tahu sindikat 

pencurian di wilayah Polda Gorontalo, pihak Polda Gorontalo harus sering 

melakukan razia kenderaan bermotor untuk mengurangi resiko penyeludupan 

kenderaan bermotor, selain itu, pihak Polda harus sering memberikan 

penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat sehingga partisipasi warga 

masyarakat semakin berkembang dan memberikan partisipasi terhadap 

penindakan kasus pencurian di Gorontalo. 
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